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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019 

Tentang  

Legalitas Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  

Pemohon    : Martinus Butarbutar, S.H dan Risof Mario, S.H. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 37 ayat (2) UU KPK terhadap Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945 

Amar Putusan       : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat 
diterima. 

Tanggal Putusan : Rabu, 29 Januari 2020 
Ikhtisar Putusan     

   Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi 
sebagai advokat yang merasa bahwa UU KPK telah mengabaikan hak konstitusional 
rakyat Indonesia. 

  Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para  
Pemohon adalah pengujian Pasal 37C ayat (2) UU KPK, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

   Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya  para 
Pemohon mendalilkan bahwa UU KPK telah mengabaikan hak konstitusional rakyat 
karena ketentuan di dalamnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara 
Indonesia layaknya negara kekuasaan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan 
juga berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta UU 
KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap 
pribadi rakyat Indonesia,  karena penyelenggaraan negara tersebut  berdasarkan 
kekuasaan yang tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum sehingga menyebabkan 
keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa. 

   Bahwa dari dalil para Pemohon tersebut  di atas, Mahkamah berpendapat, 
Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya 
diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK. 
Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 
37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam menguraikan kerugian 
konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU KPK yang menurut para 
Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara 
kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia. Menurut Mahkamah 
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uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan 
aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Para Pemohon hanya 
menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK namun tidak secara 
jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai 
warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 
37C ayat (2) UU KPK sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari 
keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para 
Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 
1945. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon hanya 
menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut 
Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan 
kerugian hak konstitusional karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan 
dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak 
konstitusional warga negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon 
tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang 
dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Oleh 
karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 
Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para  Pemohon tidak 
dapat diterima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


